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ABSTRACT
Ketentuan pengaturan penertiban hewan ternak diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban
Hewan Ternak, yaitu pada pasal 4 pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternak di dalam kota. Pelaku pelanggaran
diancam denda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Namun dalam penerapannya
belum terlaksana sepenuhnya.                                                                            
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun
2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor-faktor penyebab pemilik hewan ternak melakukan pelanggaran, serta usaha Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitan kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-perundang-undangan dan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data yang telah diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.
Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap ketentuan pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004
tentang Penertiban Hewan Ternak di dalam praktiknya pelanggaran tersebut tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi
penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan pembinaan dan penetapan sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Penetapan sanksi denda dalam hal pelanggaran penertiban
hewan ternak ini yaitu hanya berupa uang perawatan selama hewan ternak ditahan atau disita oleh pihak Satuan Polisi Pamong
Praja. Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus ini adalah antara lain dengan melakukan tindakan preventif
yaitu tindakan pencegahan dengan cara sosialisasi serta pengawasan dan melakukan razia, lalu tindakan represif yaitu dengan cara
pembinaan dan penerapan sanksi berupa denda kepada para pelaku pelanggaran.
Disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih melakukan pengawasan yang rutin agar dapat meminimalisir
terjadinya pelanggaran terhadap kasus penertiban hewan ternak ini. Untuk pemilik hewan ternak disarankan agar tidak melepaskan
hewan ternak miliknya pada tempat-tempat yang dilarang di dalam Qanun dengan lebih memperhatikan dan mengawasi hewan
ternaknya yang berkeliaran di jalanan.
